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ABSTRAK 
 
APRILIANI KUSUMA JAYA (B 111 12 068) “ASAS PERSAMAAN 
KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM DALAM PEMBERIAN REMISI 
TERHADAP NARAPIDANA KASUS KORUPSI”. Dibimbing oleh Bapak 
Andi Sofyan selaku pembimbing I, dan Ibu Hj. Nur Azisa selaku 
pembimbing II 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan 
asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam pemberian remisi 
terhadap narapidana kasus korupsi dan bagaimanakah pertimbangan 
lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap narapidana 
kasus korupsi. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA 
Sukamiskin Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar 
dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan,  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas persamaan 
kedudukan di hadapan hukum dalam pemberian remisi terhadap narapidana 
kasus korupsi telah diterapkan karena narapidana telah mendapatkan haknya 
yaitu pemberian remisi, terkhusus untuk narapidana tindak pidana korupsi 
yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) lebih diperketat 
lagi dalam pemberian remisi karena dianggap telah merugikan negara dan 
menyengsarakan rakyat. Serta pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan 
dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi berdasar pada 
Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas 
hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik 
Indonesia itu suatu negara hukum (Rechsstaat) dibuktikan dari Ketentuan 
dalam pembukaan, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada 
pengecualian. 
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang 
boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan 
saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga 
perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan 
negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang 
demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. 
Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) adalah sistem 
dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan,1 
                                                          
1 Pendapat Roscoe Pound, 2010, sebagaimana dikutip oleh Satjopto Rahardjo, Hukum dan Perubahan 
Sosialdalam Bernard L. Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas dan Ruang 
Generasi,Jakarta: Genta Publishing, hlm 84 
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sedangkan tujuannya adalah melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku 
tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana itu 
terdiri dari empat sub sistem yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan 
Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja untuk melakukan penyidikan, 
penuntutan sampai penentuan bersalah tidaknya seseorang oleh Hakim dan 
pelaksanaan pidana penjara.2 
Dari pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana tersebut, dapat 
dikatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, 
maka dibutuhkan proses panjang dan selektif serta adil karena harus 
menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara. Begitu juga dengan tujuan 
yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana yang di dalamnya 
terkandung pidana penjara.3 Dengan demikian, pemidanaaan di dalam 
hukum pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun 
harus diakui bahwa pemidanaan merupakan akhir dari puncak keseluruhan 
sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah 
laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.4 
Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami 
perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh 
                                                          
2 Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo 
Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta: Ind Hill Co,  hlm 23 
3Ibid., hlm 23-24 
4 Roeslan Saleh, 1987, Stelsel Pidana Indonesia,Jakarta:Aksara Baru, hlm 1 
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para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu 
adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk 
memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dengan 
mendasarkan diri pada pengalaman di masa lampau. 
Pemidanaan di Indonesia selain untuk menegakkan hukum, juga 
ditekankan pada resosialiasi agar narapidana berhasil berintegrasi dengan 
komuntitasnya dengan tujuan : 
1. Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. 
2. Warga Binaan Pemasyarakatan dapat hidup secara wajar sebagai 
warga yang baik dan bertanggung jawab. 
Mengukur keberhasilan Sistem Pemasyarakatan, bukanlah pekerjaan 
yang mudah, apalagi menentukan keseluruhan bidang yang bergerak adalah 
lingkungan Sistem Pemasyarakatan. Keberhasilan Sistem Pemasyarakatan 
diawali tinggi/rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan di 
dalam masyarakat. Setiap narapidana yang mengalami pidana lebih dari 6 
(enam) bulan dapat diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk 
memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukan prestasi dengan 
berbuat dengan berkelakuan baik atau turut mengambil bagian berbakti 
terhadap Negara. Hak remisi merupakan prestasi narapidana, diatur secara 
4 
 
bersama-sama untuk dapat diterima bertepatan dengan Ulang Tahun 
Kemerdekaan Republik Indonesia setiap Tanggal 17 Agustus dan Hari Besar 
Keagamaan. 
Secara lebih rinci pengaturan tentang hak narapidana berupa remisi 
terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 
1999 yang mengatur tentang Jenis-jenis Remisi berikut besarannya.5 Namun, 
dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi terlihat 
adanya perbedaan dalam mendefinisikan berkelakuan baik sebagai syarat 
untuk perolehan remisi, berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan 
perbuatan yang bermanfaat bagi Negara, maupun melakukan perbuatan 
yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan. Terjadinya perbedaan 
definisi tersebut menunjukan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih 
dan tidak terdapat keselarasan. Sebagai contoh, istilahberbuat jasa terhadap 
negara maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara dan 
kemanusiaan di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-
contoh perbuatan dan tidak ditentukan definisi yang tegas. Kondisi yang 
demikian ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran implementasi 
                                                          
5 Pasal 2 menyebutkan remisi terdiri atas : 
a. Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 
b. Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh 
narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika sesuatu agama 
mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilah adalah hari 
besar yang palingdimuliakan penganut agama yang bersangkutan. 
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peraturan yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk 
menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. 
Menghadapi kondisi tersebut diatas, khususnya dalam pemberian 
remisi terhadap narapidana sudah seharusnya berlandaskan pada asas 
hukum pidana. Salah satu asas terpenting dalam hukum modern ialah Asas 
Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum. Asas ini menjadi salah satu 
sendi doktrin Rule of law yang juga menyebar pada negara-negara 
berkembang seperti Indonesia. 
Dalam Amandemen Undang-undang dasar 1945, teori Equality before 
the law termasuk dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala 
warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya”.6 Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak 
kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. 
Menanggapi hal tersebut tentunya dengan diterapkannya Asas 
Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam pemberian remisi 
terhadap narapidana dapat memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh 
narapidana. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat sebuah 
kajian ilmiah dengan judul ”Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan 
Hukum dalam Pemberian Remisi terhadap Narapidana Kasus Korupsi” 
                                                          
6 Yasir Arafat, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Jakarta: Permata 
Press, hlm 26 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 
1. Bagaimanakah penerapan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan 
Hukum dalam pemberian Remisi terhadap Narapidana kasus Korupsi? 
2. Bagaimanakah pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dalam 
pemberian Remisi terhadap Narapidana kasus Korupsi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk Mengetahui penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum 
dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Lembaga 
Pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus 
korupsi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan saran dalam hal 
penerapan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam 
pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi serta apa yang perlu 
dibenahi oleh Lembaga Pemasyarkatan dalam menerapkan Asas Persamaan 
Kedudukan di Hadapan Hukum  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Asas Hukum 
Menurut A.R. Lacey bahwa salah satu syarat yang penting untuk 
diketahui oleh para sarjana hukum adalah asas hukum. Asas hukum 
mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis.7 Apabila anda membaca 
suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis 
karena peraturan hukum tersebut hanyalah abstraksi dari asas. Asas yang 
pada dasarnya masih abstrak itu kemudian di konstruksi menjadi sebuah 
peraturan hukum. Artinya asas adalah suatu hal yang mengandung ajaran 
ataupun larangan boleh tidaknya sesuatu untuk dilakukan baik dari sisi benar 
salahnya maupun baik buruknya yang gambarannya masih abstrak. Sedang 
asas menurut rumusan a dictionary of philosophy adalah “a principle may be 
ahigh grade law, on wich a lot depends, or it may be something like a 
rule”.8Dari pengertian ini, maka asas memiliki dua aspek yaitu pertama asas 
dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya, banyak hal 
bergantung padanya. Kedua, asas ini merupakan suatu norma yang harus 
dilakukan. 
                                                          
7 Achmad Ali, 1990 (1972), Mengembara di Belantara Hukum, Makassar: Lephas Unhas, hlm 117 
8 Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hlm 87 
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1. Pengertian  Asas Hukum 
Dalam bahasa Inggris, asas adalah “principle”, sementara menurut 
kamus A.S Hornby (1972 : 769) : Basic – truth atau general law and effect. 
Sedangkan menurut kamus HJenry Campbell Black“Principle is a 
fundamental truth or doctrine, as of law: a comprehensive rule or doctrine 
which furnmishes a basic or origin for others”. Asas hukum merupakan 
sesuatu yang melahirkan peraturan-peraturan / aturan-aturan hukum, 
merupakan ratio logis dari aturan ataupun peraturan hukum. Dengan 
demikian asas hukum lebih abstrak dari aturan ataupun peraturan hukum. 
Menurut Paton, asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya hanya 
karena telah melahirkan suatu aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap 
saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan, begitu 
seterusnya.9 
Untuk deskripsi lebih jelasnya mengenai asas hukum, penulis akan 
menguraikan penjelasan di bawah ini, sebagai berikut : 
1. Dikenal adanya asas yang berbunyi audit et alteram 
partematau dengarlah juga pihak lain. Asas hukum ini berada 
di bidang hukum acara dan kemudian dari asas hukum ini 
melahirkan sejumlah peraturan hukum acara, antara lain : 
a. Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1974 : 
                                                          
9 Achmad Ali, Op. cit., hal 117 
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Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 
membedakan orang. 
b. Pasal 126 HIR, 150 Rv 
Jika dipanggil secara patut, dan tergugat tidak menghadap 
ke pengadilan, masih diberi kelonggaran agar tergugat 
dipanggil sekali lagi. 
 Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya konflik, 
dan andai katapun timbul konflik dalam sistem itu, asas-asas hukumlah yang 
berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu. Sebagai contoh, jika ada konflik 
antara suatu peraturan umum dengan peraturan yang sederajat yang khusus, 
maka diselesaikan dengan asas Lex speciali derogate lege generali, aturan 
hukum yang sifatnya lebih khusus didahulukan daripada aturan hukum yang 
sifatnya lebih umum. 
 Jadi walaupun asas hukum bukan peraturan hukum, namun 
sebagai sesuatu yang bersifat ratio legisnya hukum, tidak ada hukum yang 
dapat dipahamai tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, 
Asas hukum berperan sebagai pemberi arti etis terhadap peraturan-peraturan 
hukum dan tata hukum serta sistem hukum. Untuk lebih menjelaskan 
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berbagai pandangan ahli hukum di bawah ini penulis akan mencoba 
menguraikan beberapa pendapat mengenai asas hukum.10 
a. Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah 
norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu 
hukum tidak dianggap berasal dari atura-aturan yang lebih 
umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif 
dalam suatu masyarakat. 
b. Van Elkema homes menyatakan bahwa asas hukum itu tidak 
boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, 
akan tetapi perlu dipandang sebagai sebuah dasar-dasar atau 
petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan 
hukum yang praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum 
tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar atau 
petunjuk-petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. 
c. Paul Scholten menyatakan bahwa asas hukum adalah 
kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan 
kita pada hukum, merupakan sifat-sifat hukum dengan segala 
keterbatasannya sebagai pembawa yang umum itu, tetapi yang 
tidak boleh tidak harus ada. 
Dari pengertian asas hukum di atas, pandangan Bellefroid tidak 
memberikan gambaran jelas tentang apa yang disebut asas hukum. Apa 
yang dikemukakan oleh Van Elkema Hommes dan Paul Scholten lebih jelas, 
dimana dari keduanya dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukan 
peraturan konkret, melainkan dasar pikiran yang bersifat umum dan 
merupakan latar belakang dari peraturan hukum yang konkret yang terdapat 
di dalam dan dibelakang sistem hukum, yang terjelma dalam wujud peraturan 
perundang-undangan maupun asas hukum. Salah satu fungsi ilmu hukum 
adalah menemukan asas hukum di dalam hukum positif. 
                                                          
10Ibid., hal 118 
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Paul-Scholten mengajarkan adanya 5 asas hukum yang universal, 
yaitu:11 
1. Asas kepribadian; 
2. Asas persekutuan; 
3. Asas kesamaan; 
4. Asas kewibawaan; 
5. Asas pemisahan antara baik dan buruk. 
Keempat asas hukum yang disebut lebih awal, di dukung oleh 
asas yang terakhir, yakni asas pemisah yang baik dan buruk. Asas 
kepribadian dicerminkan dengan hak dan kewajiban, pengakuan adanya 
subjek hukum. Asas persekutuan dicerminkan dengan kehendak untuk 
mewujudkan keutuhan masyarakat, asas kesamaan mencerminkan keinginan 
untuk memperoleh keadilan dan berdasar pada asas kesamaan itu, di bidang 
peradilan dikenal asas perkara yang sama di utus sama similia similibusatau 
yang sama oleh yang sama. Terakhir asas kewibawaan mencerminkan 
keinginan akan ketidak-samaan. 
Uraian tentang pengertian umum asas hukum di atas, 
bagaimanapun terlihat bahwa asas hukum ini sangat erat kaitannya dengan 
“hukum sebagai suatu system”. Oleh karena itu, pembahasan lebih lanjut 
                                                          
11Ibid., hlm 119 
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adalah mengenai kaitan antara asas hukum dengan “hukum sebagai suatu 
sistem”. Lebih konkretnya lagi, pembahasan mengenai peranan asas hukum 
terhadap sistem hukum. Yang dimaksud di sini sebagai sistem hukum adalah 
sistem hukum secara universal. 
2. Fungsi Asas Hukum terhadap Sistem Hukum 
Salah satu persoalan fundamental yang menurut penulis 
merupakan hal yang tidak boleh diabaikan jika kita membahas teori ilmu 
hukum, adalah pembahasan tentang keterkaitan antara asas-asas hukum di 
satu pihak dengan sistem hukum itu sendiri di lain pihak. Fungsi dari asas-
asas hukum tidak lain untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul 
dari dalam suatu sistem hukum dapat diatasi dan dicarikan jalan keluar 
pemecahannya. Asas-asas hukum pum berfungsi untuk menerbitkan aturan 
dan peraturan yang lebih konkret dan khusus secara kasuistis. Walaupun 
asas-asas hukum itu pada umumnya universal, namun ada juga asas hukum 
yang bersifat lokal. Asas-asas hukum adat di berbagai daerah Indonesia 
misalnya, memiliki kespesifikan di banding asas-asas hukum dari Eropa. Ini 
berarti asas-asas hukum pun dipengaruhi oleh sistem kebudayaan dan 
sistem sosial serta sistem politik yang berlaku pada masyarakat tersebut. 
Masyarakat liberal, contohnya asas “freedom of making contract”. 
Bentuk dan kekuatan asas hukum sejank zaman dahulu kala, 
orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak bisa membentuk 
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undang-undang dengan sewenang-wenang saja. Ada prinsip-prinsip tertentu 
yang lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan oleh manusia. Ada tiga 
bentuk asas-asas hukum yaitu : 
1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip 
telah ada pada para pemikir zaman klasik dari abad 
pertengahan. 
2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-
prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup 
bersama yang rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak 
dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak mulainya 
zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional 
dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional. 
3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun 
rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi 
titik tolak pembentukan hukum. Perkembangan hukum paling 
nampak dalam bidang ini. 
Fungsi pertama dari asas-asas hukum terhadap sistem hukum 
adalah dimana ia berada adalah fungsinya untuk menjaga ketaatan asas atau 
konsistensi. Sebagai contoh misalnya asas dalam hukum acara perdata 
tentang asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya memberikan pokok 
sengketa yang ditentukan para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. 
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Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi 
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dengan 
asas hakim pasif tersebut, terjaga konsistensi di dalam hukum acara perdata 
dimana para pihak dapat secara bebas menghadiri sendiri 
persengketaannya, dan hukum tidak boleh menghalanginya. Para pihak 
diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya atau ketidak benaran 
dalil-dalil lawannya. Dengan adanya asas hakim pasif, setiap hakim 
memeriksa perkara perdata senantiasa harus “taat asas” atau konsisten 
dengan asas tersebut. Setiap peraturan hukum acara perdata yang dibuat 
oleh legislatif pun harus tidak bertentangan dengan asas hukum pasif itu.12 
Fungsi yang juga penting dari asas hukum adalah untuk 
menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum. Asas “lex 
superiori derogate lex inferiori, asas yang secara hierarki lebih tinggi daripada 
yang rendah harus didahulukan. Demikian juga dengan asas Res judicata 
proveri tate habeteur, asas yang mengatur bahwa apa yang diputus oleh 
hakim, harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Dengan asas tersebut 
dapat menghindarkan ataupun menyelesaikan jika selalu harus dianggap 
sah, kecuali jika dibatalkan oleh putusan badan Peradilan yang lebih tinggi. 
Hal ini berakibat, suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum 
yang pasti (kracht van gewijsde) tidak mungkin lagi dibatalkan melalui upaya 
                                                          
12Ibid., hlm 121 
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hukum biasa seperti peninjauan kembali, itupun kalau memenuhi syarat-
syarat tertentu.13 
Asas hukum sebagai aturan yang sifatnya masih abstrak dapat 
dilahirkan kembali secara lebih konkret melalui berbagai perwujudan, baik 
dalam bentuk peraturan-peraturan hukum tertulis dalam kebiasaan atau 
jurisprudensi. Sebagai tambahan dalam perspektif sosiologi hukum asas 
dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Hal ini tentunya bergantung 
pada inisiatif dan kreatifitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum. 
3. Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum 
Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
selanjutnya disingkat UUD 1945 NKRI Pasal 27 Ayat (1) mengaskan “Semua 
warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, 
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan utu dengan tidak ada 
kecualinya”. 
Undang—undang dasar sebagai grundgezets atau norma dasar 
memiliki kandungan ayat yang merupakan kumpulan asas yang sifatnya 
masih abstrak. Termasuk bunyi pasal di atas mengisyaratkan suatu asas 
persamaan kedudukan dalam hukum. Demikian pula setelah perubahan 
(amandemen) kedua UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D 
                                                          
13Ibid., hlm 122 
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Ayat (1) dan Ayat (2). Isyarat senada ditemukan baik di dalam Undang-
undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, melalui ketentuan Pasal 7 dapat 
dibaca bahwa : 
1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-
undang 
2) Segala orang berhak menuntut perlakuan yang dan lindungan 
yang sama oleh Undang-undang. 
Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang 
sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya dalam 
hukum.14 
Pada dewasa ini, ketentuan UUD 1945 tersebut ditemukan di 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : 
 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, khususnya pasal 4. 
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana, 
tersurat di dalam bagian menimbang huruf a dan penjelasan 
Umum butir 3 huruf a. 
 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, tersirat di dalam Pasal 10. 
                                                          
14 Mien Rukmini, 2007, Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan 
kedudukan dalam sistem peradilan pidana  di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, hlm 64 
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Di dalam dokumen international yaitu Universal Declaration of 
Human Rights(UDHR) 1948 tentang Asas persamaan kedudukan dalam 
hukum (APKDH) dan dibaca melalui Pasal 6 yang menyatakan15“Everyone 
has the right to recognition everywhere as a person befote the law” 
Dan Pasal 7 yang menegaskan antara lain “All are equal before 
the law and are antitled without any discrimination to equal protection of the 
law.....”. 
Asas persamaan di mata hukum membawa sebuah konsekuensi 
ditegakannya hukum dalam setiap bidang hukum termasuk hukum pidana 
formil yaitu acara pidana. Berkaitan dengan asas ini di dalam bidang hukum 
acara pidana yang merupakan sub sistem peradilan pidana Asas Persamaan 
Kedudukan di Hadapan Hukum menjadi pilar penegakan prosedur beracara. 
Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas asas yang fundamental 
ini bersumber dan berakar dari HAM yang bersifat universal serta mendapat 
pengaturan yang dikodifikasi di dalam perunddang-undangan nasional 
maupun dokumen internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
pengaturan suatu asas, sesuai dengan prinsip Negara hukum yang 
demokratis, mutlak diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 281 
Ayat (5) Perubahan (Amandemen) kedua UUD 1945 yang menyatakan 
                                                          
15Ibid., hlm 65 
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“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, makan 
pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur, dan diluangkan dalam 
peraturan perundang-undangan” 
Meskipun demikian, khusus di Indonesia, dalam praktik belum 
terdapat kesepakatan mengenal makna yang terkandung di dalamanya, dan 
sering terjadi penyimpangan atau pelanggaran ditambah lagi engan 
pengaturan yang tidak jelas dan sering terjadi kerancuan bahkan berbenturan 
dengan adanya tindakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur 
dan peraturan perundang-undangan. Berpegang pada prinsip Persamaan 
Kedudukan di Hadapan Hukum seharusnya tidak ada terdakwa tindak pidana 
korupsi yang mendapat perlakuan istimewa antar satu dengan pelaku lainnya 
yang dikenakan penahanan oleh Pengadilan (Hakim). 
Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum menjadi jaminan untuk 
mencapai keadilan (hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas ketikan 
terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum 
tersirat dalam prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum, yaitu 
jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga akan 
membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan 
keistimewaan kepada subjek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka 
akan melanggar prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dan akan 
mendorong terjadinya diskriminasi di depan hukum. 
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Dalam Pasal 26 International Covenant on Civil an Political rights 
menyatakan : 
“All person equal before the law and are entitled without any 
discrimination to the equal protection of the law. In the respect, the 
law shall probhit any discrimination on any ground such as race, 
color, national or social origin, property, birth or other status”.16 
Subjek hukum dalam prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan 
Hukum diberi perlindungan dari berbagai diskriminasi hukum baik aspek 
substansinya atau penegakan hukum oleh aparatnya. 
Pancasila sebagai staatfundamentalnorm (norma dasar) yang 
menjadi ruh bagi kehidupan Indonesia pada sila ke dua menyebutkan 
kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara gramatikal tafsiran terhadap 
bunyi sila kedua pancasila meniscayakan menciptakan suatu sistem yang 
meciptakan keadilan dan keberadaan manusia Indonesia. Salah satu sistem 
itu adalah pidana, dimana kemudian dalam peradilan pidana ini nilai-nilai 
keadilan bagi segenap warga Negara dikonkretkan, tetap sebelum jauh 
membahas peradilan pidana asas kesamaan di hadapan hukum juga 
terkandung dalam Undang-undang dasar sebagai grundgezets dirumuskan 
dalam Pasal 28 D Ayat (1) amandemen kedua UUD 1945 dan Pasal 5 Ayat 
(1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan asas yang bersifat 
                                                          
16http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm / diakses pada Tanggal 3Desember 2015 Pukul 18.22 
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universal.17 Hal tersebut menunjukan bahwa konstitusi kita yang merupakan 
dasar dan consensus semua elemen bangsa menghendaki adanya 
persamaan di muka hukum tanpa terkecuali. Sehingga asas itu harus dijaga 
demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana khususnya. 
Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa asas Persamaan 
Kedudukan di Hadapan Hukum terkandung dalam sistem peradilan pidana. 
Tetapi fakta hari ini menunjukkan banyaknya permasalahan hukum yang 
mulai menggerogoti asas-asas tersebut sehingga proses penegakan 
hukumpun mulai berjalan tidak efektif. Adanya pembedaan perlakuan oleh 
pengadilan (Hakim) terhadap berhak penahanan bagi terdakwa menjadi bukti 
asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum tak lagi menjadi pengawal 
sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum substantif.18 
Konsep Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum telah 
diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem 
peraturan perundang-undangan di tanah air. Prinsip ini berarti arti persamaan 
di hadapan hukum  adalam untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam 
kenyataan, biasanya tidak ada perlakuan yang sama (equal treatment), dan 
itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan (acces to 
justice) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana korupsi misalnya 
                                                          
17 Yeswil Anwar, 2009, Sitem Peradilan Pidana, Bandung: Widya Padjajaran, hlm 113 
18Ibid., hlm 113 
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menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti, kepastian 
hukum diabaikan. 
Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum harus selalu 
ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana karena 
merupakan sebuah kewajiban negara hukum diharuskan menjamin hak-hak 
manusia atau warga negaranya. Dalam konteks ini tidak boleh ada yang 
serta merta menjatuhkan pidana guna menegakkan hukum dengan 
melanggar sas ini. Jangan sampai ada yang terjadi pemberian hukuman 
(penghakiman) diluar atau sistem yang ada. Dalam konsep Persamaan 
Kedudukan di Hadapan Hukum, hakim harus bertindak seimbang dalam 
memimpin sidang di pengadilan atau biasa disebut sebagai prinsip audi et 
alteram partem. 19Dengan pertimbangan asas ini maka prinsip kesamaan 
kedudukan semua subjek hukum mendapat perlakuan yang sama yanpa ada 
diksriminasi. 
B. Pemidanaan 
 
1. Pengertian Pemidanaan 
 Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
                                                          
19 Asas audi et ateram partem, dikenal sebagai asas keseimbangan dalam hukum acara pidana,yakni 
seorang hakim wajib mendengarkan pembelaan dari dua pihak yang disangka atau didakwa 
melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu 
perkara yang di adilinya. Hak untuk di dengar pendapatnya sebagai perwujudan asas audi et alteram 
partemjuga adalah merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945. 
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umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan 
hukum pidana formil. 
 J.M. Van Bemmelen20 menjelaskan hukum pidana materil dan 
hukum pidana formil sebagai berikut :  
 “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana  
acara pidana seharusnya dilakukan dan menetukan tata tertib 
yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. “ 
 
Tirtamidjaja21 menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana 
formil sebagai berikut : 
a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang 
dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana. 
b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatut cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap 
pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan 
kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil 
mewujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta 
mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 
 
 
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil 
berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan 
hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan 
melaksanakan hukum pidana materil. 
                                                          
20 Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2 
21Ibid 
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Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga 
orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori  ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah bebuat jahat tetapi 
agar pelaku kejahatan yidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa. 
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan 
dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya 
pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya prefentif 
terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan 
dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan 
sebagai berikut : 
1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
2. Jenis-jenis pemidanaan 
Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang 
diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni : 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Pidana kurungan 
d. Pidana denda 
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2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
b. Perampasan barang-barang tertentu 
c. Pengumuman putusan hakim 
 
Adapun mengenai klasifikasi urut-urutan dari jenis-jensi pidana 
tersebut adalah didasrkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang 
disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai 
tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif ( 
artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-
kejahatan sebagaiman tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan 
Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. 
Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana 
tambahan adalah sebagai berikut : 
 
a. Pidana tambahan hanya dapat ditambhkan kepada pidana 
pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu 
terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. 
(Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana 
pokok melainkan pada tindakan). 
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana 
halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini 
adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini 
dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam 
ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi 
bersifat imperatif atau keharusan). 
c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan 
suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari 
putusan hakim dapat dijalankan. 
 
Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas 
adalah sebagai berikut : 
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1. Pidana Pokok 
a. Pidana Mati 
Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu : 
 “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada 
leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat 
terpidana berdiri”. 
 
 Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati 
semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 
Ayat (2) KUHP, Pasal 124 Ayat (3) KUHP, Pasal 140 Ayat (4) KUHP, Pasal 
340 KUHP, Pasal 365 Ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 Ayat (2) 
KUHP, dan Pasan 368 Ayat (2) KUHP. 
 Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau 
pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana 
terorisme diluar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di atas (Pasal 6, 9, 
10, 14). 
 Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan 
dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala 
Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak 
mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati 
tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan Undang-
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undang yang mengatur tentang grasi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 
tentang Permohonan Grasi). 
 Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan 
Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau 
grasi dari Presiden. 
 Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang 
hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan 
memperahatikan kemanusiaan. 
b. Pidana Penjara 
A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah22, menegaskan bahwa “Pidana 
penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. 
Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam 
bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. 
Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari 
sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan 
Saleh23, bahwa : 
Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan 
kemerdekaan, dan pidana penjara ini dpaat dijatuhkan untuk seumur 
hidup atau untuk sementara waktu 
 
                                                          
22 Tolib Setiady, 2010, Pokok-pokok  Hukum Panitensier, Bandung: Alfabeta, hlm 91 
23Ibid., hlm 92 
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 Pidana seumur hidup biasanya tercantum di Pasal yang juga ada 
ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh 
tahun). 
c. Pidana Kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, 
keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana 
kurungan membatasi kemerdekaan bergerka dari seseorang terpidana 
dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga 
kemasyarakatan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan 
pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 Ayat (1) KUHP. Bhawa berat 
ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang 
ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana 
kurungan adalah seukrang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, 
sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP bahwa : 
“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada 
pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 
ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. 
Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat 
bulan” 
 
28 
 
 Menurut Vos24, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua 
tujuan, yaitu : 
1) Sebagai custodiahonesta untuk tindak pidana yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delicculpadan beberapa 
delik delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 184 
KUHP) dan palit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal 
tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos 
sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. 
2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk 
delik pelanggaran. 
 
Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana 
kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan 
khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara. 
d. Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari 
pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 
kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 
Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena ia telah 
melakukan suatu perbuatan yang dapat dipenjara. 
Menurut P.A.F. Lamintang25 bahwa : 
Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang 
telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi 
pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik 
satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana 
                                                          
24 Andi Zainil Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan 
Hukum Panintensier, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 289 
25 Lamintang, P.A.F., 1984,Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, hlm 69 
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penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut 
secara bersama-sama. 
 
 Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 
pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh 
Van26 Hattum bahwa : 
 “Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah 
menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelau-
pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.” 
 
Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain 
selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, 
tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas 
nama terpidana. 
2. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah  pidana 
pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal 
tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini 
bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. 
Menurut Hermin hadiati Koeswati27 bahwa ketentuan pidana tambahan 
ini berbeda dengan ketentuan  bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan 
tersebut adalah : 
                                                          
26Tolib Setiady, Op.cit.,., hlm 104 
27 Hadiati Hermin, 1995, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan 
Penerbiatn Universitas Muslim Indonesia, hlm 45 
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1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di smaping pidana 
pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai 
pidana satu-satunya. 
2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam 
rumusan suatu perbuatan pidana menyatakan dengan tegas 
sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak 
diancamkan pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi 
diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu walaupun 
diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan 
pidana tertentu, tetapi sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. 
Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau 
tidak. 
  
Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat 
khusus sehingga seringa sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang 
menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan 
mendapat grasi. 
a. Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1), hak-hak yang dapat dicabut 
oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah : 
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu ; 
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata ; 
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasrakan aturan-aturan umum ; 
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak  sendiri ; 
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri ; 
6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu 
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Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 Ayat (1) KUHP 
mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai 
berikut28 : 
1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup. 
2) Dalam hal ini pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 
kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan 
paling banyak lima tahun kebih lama dari pidana pokoknya. 
3) Dalam hal pidana denda, lamanaya pencabutan paling sedikit 
dua tahun dan paling banyak lima tahun. 
 
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat 
dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat 
dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain 
untuk pemecatan itu. 
b. Perampasan Barang-barang Tertentu 
 Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis 
pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan 
mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 
KUHP yaitu29 : 
1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 
atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas; 
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan 
sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan 
perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-
undang; 
                                                          
28Ibid., hlm 444 
29Ibid., hlm 445 
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3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang 
telah disita. 
 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti 
menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau 
harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan 
pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan 
pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan. 
c. Pengumuman Putusan Hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang 
mengatur bahwa30 : 
“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, 
harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas 
biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya 
dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. 
 
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan 
terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk 
atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat 
dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal-pasal tindak 
pidana tertentu. 
Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang 
diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan : 
                                                          
30Ibid 
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1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang 
keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang. 
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang 
yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau 
karena alpa. 
3. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka 
atau mati. 
4. Penggelapan. 
5. Penipuan. 
6. Tindakan merugikan pemiutang. 
Selain jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang tercantum dalam 
KUHP, terdapat pula beberapa jenis pidana tambahan yang saat ini berlaku 
dalam hukum pidana Indonesia. Salah satunya adalah jenis pidana tambahan 
yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-
undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang 
selanjutnya disebut “Undang-undang PTPK”) diatur dalam ketentuan Pasal 
18 khususnya huruf 1, 3 dan 4 yaitu pidana berupa perampasan barang 
bergerak berwujud dan tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang 
digunakan untuk atau diperoleh dari hasil korupsi, pembayaran uang 
pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan serta pencabutan 
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seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Dalam hal penelitian ini pidana 
tambahan yang dimaksudkan adalah pidana tambahan dalam ketentuan 
Pasal 18 Undang-undang PTPK menyangkut pdiana tambahan dengan 
pembayaran uang pengganti. 
3. Tujuan Pemidanaan 
Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan 
pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih 
dalam tataran yang bersifat teoritis, namun sebagai bahan kajian, rancangan 
KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku kesatu 
Ketentuan Umum dan Bab II dengan judul pemidanaan, Pidana dan 
Tindakan, 
Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro31, yaitu : 
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan 
baik secara menakut-nakuti orang banyak (generis 
preventif)maupun menaku-nakuti orang tertentu yang sudah 
melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan 
kejahatan lagi (speciale preventif), atau 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan 
kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat. 
 
Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana 
perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan 
pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa 
                                                          
31 Wirjono Prodjodikoro,  2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 
hlm 88 
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bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu 
nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 
martabat manusia. P.A.F. Lamintang32 menyatakan, pada dasarnya terdapat 
tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu 
pemidanaan, yaitu : 
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri. 
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-
kejahatan, dan 
c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu 
untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat 
yag dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, 
yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau 
yang melajukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delim ringan. 
Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata 
kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat 
tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau 
pembalasan dari sutau pemidanaan tidak dapat dihindari. 
4. Pengertian Narapidana 
Kamus besar Bahasa Indonesia,33 memberikan arti bahwa : 
Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman 
karena tindak pidana); terhukum. Sementara dalam kamus induk ilmiah (yang 
                                                          
32 P. A. F. Lamintang, Op.cit.,., hlm  23 
33 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, hlm 774 
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selanjutnya disebut Kll),34 adalah orang hukuman; orang buaian. Berdasarkan 
kamus Hukum Positif menyatakan sebagai berikut: “narapidana adalah orang 
yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan”. 
Berdasarkan pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 12 tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, “narapidana adalah terpidana yang menjalani 
pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”. Menurut Pasal 1 
Ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 
“terpidana adalah seseorang yan dipidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
5. Hak- hak Narapidana 
 Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan 
atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, 
pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan 
kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, serta terjaminnya hak 
untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.35 
Didalam asas-asas tersebut telah merangkum hak-hak seorang 
narapidana, adapun hak narapidana sebagaimana yang disebutkan pada 
Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan ialah sebagai berikut, narapidana berhak: 
                                                          
34 Dahlan, M. Y. Al-Barry et.al, 2003, Kamus induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual, Surabaya: Target 
Press, hlm 537 
35 Dwija Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Jakarta: PT. Refika Aditama, 
hlm  106 
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1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 
2) Mendapatkan perawatan, rohani, maupun jasmani 
3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
5) Menyampaikan keluhan 
6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
yang tidak dilarang 
7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang 
tertentu lainnya 
9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga 
11) Mendapatkan pembebasan bersyarat 
12) Mendapatkan cuti menjelang bebas 
13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
 
C. Remisi 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan politik kriminal modern. 
Terdapat pergeseran paradigma dari pembalasan kearah pembinaan. 
Pergeseran paradigma pemidanaan ini mudah di pahami karena dinamika 
perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik dan beradab sehingga 
oleh karenanya hukum pidana sebagai norma yang berlaku dalam 
masyarakat juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat tersebut. Dengan pandangan bahwa narapidana bukan saja 
obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang 
sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat 
dikenakan pidana sehingga tidak harus di berantas dan yang harus 
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diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat 
hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama,  atau 
kewajiban-kewajiban sosial yang lain yang dapat dikenakan pidana.36 
Sebagaimana yang terdapat pada  Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan tentang Hak 
Narapidana dimana disebutkan dengan tegas bahwa : 
Ayat (2) : 
Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Pemerintah. 
 
Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan kemudian dirubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 LN Tahun 2006 Nomor 
61 TLN Nomor 4632 dengan alasan perlunya peninjauan ulang terhadap 
pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan 
bersyarat guna penyesuaian dengan perkembangan hukum dan rasa 
keadilan dalam masyarakat terutama terkait dengan narapidana yang telah 
melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi 
negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan 
kepanikan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Terdapat 
beberapa perubahan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 
                                                          
36 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran 
Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lemabarn Negara Nomor 3614 
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Tahun 2006 tersebut. Tentang Remisi sendiri terdapat perubahan bunyi 
klausula dari ketentuan sebelumnya, yaitu : 
Pasal 34 
Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. 
1) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
a. Berkelakuan baik ; dan 
b. Telah menjalani masa pidana kebih dari 6 (enam) bulan. 
2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
terorisme, narkotika dan psikotropika, krupsi, kejahatan terhadap 
keamananan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan 
kejahatan terhadap transnasional terorganisasi lainnya diberikan 
Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Berkelakuan baik ; dan 
b. Telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana. 
3) Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada 
Narapidana dan Anakn Pidana apabila memenuhi persyaratan 
melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga 
Pemasyarakatan. 
 
 
Pasal 34 A 
1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat 
(3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari 
Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 
2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 34 Ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
 
Pasal 35 
Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. 
Lebih lanjut, dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2006 tersebut disebutkan perlunya memberikan batasan khusus 
terhadap pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan 
Pembebasan Bersyarat (PB): 
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1) Untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika, ketentuan Peraturan 
Pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar. 
2) Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Peraturan Pemerintah ini 
hanya berelaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara dan 
orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 
b. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 
milyar rupiah). 
Selain ketentuan diatas, terdapat beberapa dasar hukum pengaturan 
mengenai Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak zaman 
Hindia Belanda hingga saat ini yaitu:37 
1) Gouvernement Besluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 Bijblad 
Nomor 13515 jo 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942 Nomor 22 
yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Ratu 
Belanda; 
2) Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat 
dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 
1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
                                                          
37 Dwija Priyatno, Op.cit.,., hlm 134 
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G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 120 tahun 1955 tanggal 22 Juli 1955 tentang 
Ampunan Istimewa. 
3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1987 jo. 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01. 
HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri 
Presiden Nomor 5 tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia Nomor 04. HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 Mei 
1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor 
Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia Nomor 03. HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 Maret 
1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Seumur 
Hidup menjadi penjara sementara berdasarkan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1987. 
4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang 
Pengurangan Masa Pidana (Remisi); 
5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 jo. 
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik 
Indonesia Nomor M.09. HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan 
Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 jo. Keputusan Menteri 
Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 
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M.10.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang 
Pemberian Remisi Khusus. 
Selain itu masih terdapat ketentuan yang masih berlaku saat ini, yaitu : 
1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
3) Perutan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 
tentang Remisi 
5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 1955 
tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa. 
6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor M.HN-01.PK.02.02 tahun 2010 tentang Remisi Susulan. 
7) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor m.01.HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan. 
8) Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan 
Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor 
Darah. 
43 
 
9) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik 
Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan 
Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. 
10) Keputusan Mneteri Hukum dan Perundang-undangan Republik 
indonesia Nomor M.10.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelimpahan 
Wewenang Pemberian Remisi Khusus. 
11) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik 
Indonesia Nomor M.04-HN.04.01 tahun 2010 tentang Remisi 
TambahanBagi Narapidana dan Anak Pidana. 
12) Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang 
Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penajra 
Sementara. 
13) Surat Edaran Nomor W8-PK-04-01-2586 tanggal 14 April 1993 tentang 
Pengangkutan Pemuka Kerja. 
1. Jenis-Jenis Remisi : 
Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi 
terdiri atas : 
1. Remisi Umum 
Merupakan Remisi yang diebrikan pada peringatan Hari 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. 
2. Remisi Khusus 
Merupakan Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan 
yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang 
bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai 
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lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang 
dipilih adalah hari besar yang paling di muliakan oleh penganut 
agama yang bersangkutan. 
3. Remisi Tambahan 
Merupakan Remisi yang dibesrikan apabila Narapidana dan Anak 
pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana : 
a. Berbuat jasa kepada negara ; 
b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 
kemanusiaan ; 
c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ; 
4. Remisi Dasawarsa 
Merupakan Remisi yang diberikan kepada Narapidana maupun 
Anak Pidana bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan 
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tiap 10 (sepuluh) 
tahun seklai. 
5. Remisi Khusus Yang Tertunda38 
Merupakan Remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan 
anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah 
yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana. 
Pemberian remisi ini adalah untuk meringankan masa pidana atau 
hukuman bagi narapidana yang dalam kurun waktu 6 (enam) bulan 
setelah statusnya sebagai narapidana belum diperolehnya karena 
masih menunggu status hukumnya dalam proses peradilan 
sehingga dengan demikian turunnya surat keputusan tentang 
remisi bagi narapidana yang bersangkutan juga terlambat dan 
pengajuan remisi bagi dirinya juga terlambat yaitu diajukan setelah 
tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan. Ketentuan ini 
diberikan agar narapidana yang bersangkutan tidak dirugikan dan 
mempunyai hak yang sama sebagaimana narapidana yang 
lainnya. 
6. Remisi Khusus Bersyarat 
Merupakan Remisi khusus yang diberikan secara bersyarat 
kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya 
keagamaannya berlangsung namun masa pidana yang telah 
dijalaninya belum cukup 6 (enam) bulan. Namun pemberian remisi 
ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu yang di syaratkan 
ternyata narapidana atau anak pidana yang bersangkutan telah 
melakukan pelanggaran disipilin dan dimasukkan ke dalam 
register F. 
                                                          
38 Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-
HN.02.01. Tahun 2001  
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2. Besaran Remisi 
2. Remisi Umum 
Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 
Tahun 1999 tentang Remisi mengatur tentang besarnya remisi Umum yang 
dapat diperoleh oleh narapidana, yaitu : 
a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah 
menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ; 
dan 
b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak pidana yang telah 
menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. 
(1) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut : 
a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ; Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) 
bulan ; 
b. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan ; 
c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 
remisi 5 (lima) bulan ; 
d. Pada tahun keenam  dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) 
bulan setiap tahun. 
 
3. Remisi Khusus 
Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 
Tahun 1999 mengatur tentang besarnya remisi khusus bagi 
narapidana, yaitu : 
a. 15 (lime belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah 
menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ; 
dan 
b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah 
menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih 
Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut : 
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a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaiman dimaksud dalam 
ayat (1) ; 
b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 
(satu) bulan ; dan  
c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 
(satu) bulan 15 (lima belas) hari ; 
d. Pada tahun keenam dan seterusnya dibeikan remisi 2 (dua) bulan 
setiap tahun ; 
 
Sementara yang dimaksud sebagai hari raya keagamaan menurut Keputusan 
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.02.01 tahun 1999 
Pasal 3 Ayat (2) adalah : 
a. Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana atau Anak Podana yang 
beragama Islam ; 
b. Hari Raya Natal bagi Narapidana yang beragama Kristen atau  
Katholik ; 
c. Hari Raya Nyepi bagi Narapidana yang beragama Hindu ; 
d. Hari Raya Waisak bagi Narapidana yang beragama Budha ; 
e. Bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama selain tersebut 
diatas maka berlaku ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat 
(3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 
1999. 
4. Remisi Tambahan 
Sementara besarnya remisi tambahan ayng diatur dalam Pasal 6 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang 
Remisi dengan pengaturan sebagai berikut : 
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a. ½ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang 
bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat 
jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat 
bagi negara atau kemanusiaan ; dan 
b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun 
yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah 
membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 
sebagai pemuka. 
Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan 
donor darah berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang 
Tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan 
Donor Darah disebutkan bahwa: “setiap narapidana yang menjalani pidana 
sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti 
denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila menjadi 
donor organ tubuh dan/atau donor darah. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 
3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 
Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana 
yang menjadi Dasar Organ Tubuh Dan Donor Darah disebutkan bahwa “ 
pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti atau surat 
keterangan sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit uang melaksanakan 
operasi donor organ tubuh atau Palang Merah Republik Indonesia (PMI) yang 
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melaksanakan pengambilan sarah. Berdasarkan Pasal 5, pemberian remisi 
terhadap narapidana yang melakukan donor darah diberikan dengan 
besaran: 
a. Sebesar 1 (satu) bulan apabila yang bersangkutan telah 
menyumbangkan darahnya: 
1) 5 kali 
2) 10 kali 
3) 15 kali 
b. Sebesar 2 (dua) bulan apabila telah menyumbangkan darahnya : 
1) 20 kali 
2) 25 kali 
3) 30 kali 
c. Sebesar 3 (tiga) bulan apabila telah menyumbangkan darahnya : 
1) 36 kali 
2) 43 kali 
3) 50 kali 
d. Sebesar 4 (empat) bulan apabila telah menyumbangkan darahnya: 
1) 59 kali 
2) 67 kali 
3) 75 kali 
e. Sebesar 5 (lima) bulan apabila telah menyumbangkan darahnya : 
1) 84 kali 
2) 92 kali 
3) 100 kali 
f. Sebesar 6 (enam) bulan apabila telah menyumbangkan darahnya 
101 (seratus satu) ke atas. 
 
Adapun pengusulan pemberian remisi bagi narapidana yang telah melakukan 
organ tubuh dan donor darah dilaksanakan dengan menggunakan formulir 
RT.I dan RT.II. 
5. Remisi Khusus Yang Tertunda39 
                                                          
39 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HN-02.01 Tahun 2001 
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Besaran remisi ini adalah maksimal 1 (satu) bulan. Diberikan 
kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya 
dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana. 
3. Perhitungan Masa Pidana sebagai Dasar Pemberian Remisi 
Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 
1999 tentang Remisi mengatur tentang perhitungan lamanya masa menjalani 
pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi yang akan 
diperoleh oleh narapidana dan anak pidana, yaitu : 
Pasal 7 
1) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk 
menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan 
sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia. 
2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk 
menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal 
penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh 
Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. 
3) Dalam hal masa penahanan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani 
pidana dihitung sejak penahanan yang terakhir. 
4) Untuk perhitungan sebagimana dimaksud dalam pasal ini,1 (satu) 
bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari. 
5) Perhitungan besarnya remisi khusus sebagimana dimaksud dalam 
ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang 
pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan. 
 
4. Pengecualian Pemberian Remisi 
 Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 
1999 tentang Remisi memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi 
Umum dan Remisi Khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana yaitu 
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bahwa remisi umum dan remisi khusus tdiak diberikan terhadap Narapidana 
dan Anak Pidana yang : 
a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan; 
b. Dikenakan hukuman disipilin dan di daftar pada buku pelanggaran 
tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang 
diperhitungkan pada pemberian remisi; 
c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;40 
d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda 
5. Prosedur Pengajuan Remisi 
Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, usulan remisi diajukan kepada Menteri 
Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, 
Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan 
Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-
undangan. Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa 
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi 
                                                          
40 Berdasarkan Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) huruf-b Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 
32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang 
dimaksud dengan menjelang bebas adalah : 
a. Bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua 
pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan 
baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lambat 6 (enam) 
bulan 
b. Bentuk pembinaan Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) 
bulan dan telah dinilai cukup baik. 
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(tersebut) diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada 
Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 
Agustus bagi mereka yang diberikan remisi  pada peringatan Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang 
dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. 
 Khusus terhadap narapidana yang dipidanakan karena melakukan 
tindak pidana terorisme, narkotika, dan psikotropika, korupsi, kejahatan 
terhadap keamanan negara dari kejahatan hak asasi manusia yang berat dan 
kejahatan transnasional teroganisasi lainnya, diberikan remisi oleh Menteri 
setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga Pemasyarakatan.41 
Sementara Prosedur pengajuan remisi secara administratif : 
1) Petikan putusan atau vonis pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, 
2) Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri, 
3) Surat Penahanan dari Kepolisian, 
4) Kartu Pembinaan, 
5) Daftar perubahan ekspirasi,42 
6) Tidak mempunyai catatan dalam Register F (jenis pelanggaran yang 
berada di Lembaga Pemasyarakatan) sehingga apabila Narapidana 
melakukan pelanggaran maka usulan remisi dapat dibatalkan. 
                                                          
41 Pasal 34 A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 
42 Merupakan salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi, dan lain-
lain dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
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 Tahapan pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim 
penilai terhadap narapidana atau anak pidana. Kepala Lapas dan Tim TPP 
kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai 
dengan petimbangan dari Tim TPP Daerah maka Kepala Lapas kemudian 
meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil 
setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan 
remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Apabila berdasarkan pertimbangan 
dari Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka 
Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada 
narapidana yang bersangkutan. 
 Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut makan 
dalam jangka waktu 14 (empat belas) segera menentukan sikap dan 
melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usul remisi tersebut. Bila 
Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka 
waktu 28 (dua puluh delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus 
memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah 
(Kakanwil) setempat dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kakanwil 
harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang 
bersangkutan melalui Kepala Lapas. 
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6. Akibat-Akibat Hukum diberikannya Remisi 
Dalam Sistme Pemasyarakatan, remisi sebenarnya mempunyai 
fungsi :43 
1) Katalisator (usaha untuk mempercepat) upaya meminimilasi pengaruh 
prisonisasi 
2) Berfungsi sebagai katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian 
tanggungjawab di dalam masyarakat luas. 
3) Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di 
dalam lapas. Secara langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas 
di dalam lapas. 
4) Dalam rangka melakukan efisiensi anggaran Negara. 
Sementara menurut Dwidja Priyatno pemberian remisi sebagaimana diatur 
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 akan 
membawa akibat hukum sebagai berikut :44 
1) Pengurangan masa pidana yang akan dijalani oleh narapidana 
maupun anak pidana. 
2) Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang 
masih harus dijalani oleh narapidana. 
3) Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika. 
                                                          
43 Didin Sudirman, Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan, Jakarta: Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indoensia, hlm 118 
44 Dwidja Priyatno, Op. cit., hlm 140 
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4) Pembebasan diberikan kepada narapida yang setalh dikurangi remisi 
umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani 
ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat 
pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang 
bersangkutan. 
5) Masa pembebasan bersyaratan atau pelepasan bersyarat menjadi 
lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapida yang 
telah menjalani masa pidana selama 2/3 (Dua per tiga), Sekurang-
kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (Sembilan) Bulan 
dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari 
narapidana yang bersangkutan dan hal ini akan mengakibatkan masa 
pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.  
6) Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula 
ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur 
hidup menjadi pidana sementara waktu 15 (Lima Belas) Tahun dengan 
syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling 
sedikit 5 (Lima) Tahun berturut-turut dan berkelakuan baik. 45 
 
 
 
 
                                                          
45 Pasal 9 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Berhubung karena judul yang diajukan oleh penulis yaitu analisis 
mengenai Asas Persamaan Kedudukan di hadapan Hukum dalam 
Pemberian Remisi terhadap Narapidana Kasus Korupsi , maka penulis 
melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Jalan A. H. 
Nasution Kota Bandung, Jawa Barat dan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 
dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk 
memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul 
penulis. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, 
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya 
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yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh 
melalui perpustakaan dan dokumentasi pada instansi terkait. 
 
C. Teknik Pengumpulan data 
Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode 
penelitian, yaitu : 
1. Metode Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan 
dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan penulis memperoleh data primer dengan 
menggunakan dua metode, yaitu : 
a. Metode Observasi yaitu penulis mendatangi langsung ke lokasi 
penelitian. 
b. Metode wawancara (Interview) sehubungan dengan 
kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat 
memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis. 
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D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan 
syang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh spenulis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam 
Pemberian Remisi terhadap Narapidana Kasus Korupsi 
Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum adalah salah satu 
asas yang harus benar-benar ditegakkan dalam penyelenggaraan suatu 
proses peradilan pidana demi tercapainya suatu keadilan. Asas persamaan 
kedudukan di hadapan hukum sesungguhnya bertujuan untuk mencegah 
situasi dimana ketidakmampuan finansial menjadi hambatan bagi 
pelaksanaan hak yang dimilikinya. Dengan demikian maka pada hakikatnya 
asas persamaan di hadapan hukum khususnya narapidana dalam lembaga 
pemasyarakatan adalah merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi 
diantara sesama narapidana dan juga untuk menghindari terjadinya 
pelanggaran hak asasi manusia terhadap narapidana. Oleh karena itu, dalam 
proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, para penegak hukum dalam 
hal ini ialah pihak yang terlibat langsung dalam proses pembinaan terhadap 
narapidana dituntut untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap 
narapidana tanpa memandang bulu sehingga dengan demikian maka 
keadilan dapat tercapai. 
Pemberian remisi bagi narapidana secara umum pada dasarnya 
mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
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1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang 
Remisi. Namun pada perkembangannya terkait dengan kebijakan moratorium 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi didasarkan pada 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Perubahan tersebut tidak hanya terkait dengan pemberian 
remisi namun juga terhadap pembebasan bersyarat. Perubahan tersebut 
dibuat guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan 
dalam masyarakat terutama terkait dengan narapidana yang telah melakukan 
tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau 
masyarakat dan menimbulkan korban yang banyak atau menimbulkan 
kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (i) Undang-Undang Nomor 
12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, remisi merupakan hak yang 
diberikan terhadap narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik 
selama menjalani pidana. Dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi adalah pengurangan masa 
menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang 
60 
 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan. Bahkan, dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan secara eksplisit bahwa “Setiap 
Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana 
berkelakuan baik berhak mendapatkan Remisi”. Dengan demikian, remisi 
bukan merupakan sebuah anugerah dalam bentuk pengurangan hukuman 
yang didasarkan pada belas kasihan negara terhadap terpidana, melainkan 
merupakan sebuah hak yang diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur 
dalam perundang-undangan.  
Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
tahun 1999 disebutkan bahwa “Remisi merupakan hak setiap Narapidana”. 
Walaupun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk 
mendapatkan remisi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan pun menyatakan bahwa remisi merupakan sebuah hak. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejahat apapun perbuatan yang 
telah dilakukan oleh terpidana, terpidana tersebut tetap dilekati dengan hak 
untuk mendapatkan remisi dengan kata lain bahwa terpidana korupsi pun 
memiliki hak untuk mendapatkan remisi. 
Ulpianus menyatakan bahwa justice est tribuere jus suum cuiqe yang 
berarti bahwa keadilan dapat terjadi ketika kita memberikan masing-masing 
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haknya kepada mereka yang berhak menerimanya46. Dalam sistem 
pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, tidak ada pembedaan 
nomenklatur antara terpidana korupsi dengan terpidana tindak pidana lain. 
Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menyebut narapidana dengan istilah warga binaan 
pemasyarakatan. Terpidana korupsi pun juga disebut sebagai warga binaan 
pemasyarakatan. Dengan demikian, terpidana korupsi memiliki hak yang 
sama dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, 
pemberian remisi terpidana korupsi merupakan salah satu bentuk dari 
keadilan. Hal ini dikarenakan dengan memberikan  remisi kepada terpidana 
korupsi pada hakikatnya merupakan pemberian hak kepada mereka yang 
berhak menerimanya. 
Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 disebutkan bahwa: 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya”. 
 
 Berdasarkan pasal tersebut, kita mengetahui bahwa setiap warga 
negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut 
Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum. Hal ini berarti bahwa terdapat 
                                                          
46 E. Sumaryo, 1995, Etika Profesi Hukum, Yogyakarta: Kainisius, hlm 155 
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persamaan kedudukan di hadapan hukum dimana setiap orang tidak boleh 
dikesampingkan hak dan kewajiban walaupun dia telah melakukan kejahatan. 
 Penghentian pemberian remisi kepada narapidana korupsi 
bertentangan pada pasal tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang dianggap 
sama dan setara sehingga ketika remisi diberikan kepada narapidana 
kejahatan yang lain, narapidana korupsi haruslah dianggap berhak untuk 
mendapatkan hak tersebut. Penghentian remisi yang dilakukan secara 
terbatas menyebabkan terjadinya pembedaan perlakuan pemberian remisi 
dimana untuk pelaku tindak pidana umum akan tetap diberikan dan pelaku 
tindak pidana khusus tidak diberikan. Kebijakan ini merupakan bentuk dan 
perlakuan yang diskriminasi terhadap narapidana.  
Selain itu, terjadi perubahan paradigma dalam menangani pelaku 
tindak pidana di Indonesia. Penanganan tindak pidana yang awalnya 
berorientasi pada pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana yang 
awalnya berorientasi pada pembinaan dan re-integrasi pelaku tindak pidana 
ke dalam masyarakat.47 Dengan demikian, prinsip-prinsip perlakuan terhadap 
para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip 
kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan. 
Pada konferensi Lembaga Tahun 1964 dirumuskan 10 prinsip untuk 
pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu 
                                                          
47 Romli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum 
di Indonesia, Bandung: Alumni, hlm 12 
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prinsip dari adanya sistem pemasyarakatan adalah Narapidana itu hanya 
dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Hal ini berarti bahwa hilangnya 
kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dapat dibebankan 
kepada narapidana. Hal ini pun telah dituangkan dalam Pasal 5 Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan 
pembinaan terhadap narapidana maupun anak pidana berdasarkan asas-
asas yang salah satunya adalah kehilangan kemerdekaan merupakan satu-
satunya penderitaan. Hal ini berarti bahwa warga Binaan Pemasyarakatan 
harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu sehingga 
mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, 
warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak yang lain, 
termasuk pemberian remisi. Dengan demikian, semua hak-hak lain selain 
adanya kehilangan kemerdekaan haruslah dipenuhi, termasuk hal untuk 
mendapatkan remisi. 
Berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana korupsi dapatlah 
dirujuk pendapat dari Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah yang menyatakan bahwa 
moratorium tersebut bertentangan dengan United Nations Convention 
Againts Corruption 2003 khususnya pada Pasal (article) 30 Ayat (5) yaitu : 
“Each State Party shall take into account the gravity of the offence 
concered when considering the eventuality of early release or parole of 
the persons convicted of such offens”. (Setiap negara peserta wajib 
memperhitungkan ringan/beratnya kejahatan yang bersangkutan 
ketika mempertimbangkan kemungkinan pembebasan bersyarat bagi 
orang-orang yang dihukum karena tindak pidana) 
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Dan Indonesia sudah sebagai bangsa yang aktif dalam upaya masyarakat 
internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 
telah turut menandatangani konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2013 tersebut 
dan merativikasinya ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Pengesahan United nations Convention Againts Corruption 2003.48 Dengan 
demikian, jelaslah bahwa hukum internasional secara implisit mengakui 
bahwa sudah selayaknya hak untuk mendapatkan remisi diberikan kepada 
narapidana korupsi tanpa harus dihalang-halangi. 
 Pada dasarnya, remisi merupakan salah satu alat pembinaan dalam 
Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi untuk mempercepat upaya 
meminimilasi pengaruh prisonisasi, untuk mempercepat proses pemberian 
tanggung jawab pada masyarakat luas, sebagai alat modikasi perilaku dalam 
proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, secara tidak 
langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga 
Pemasyarakatan, dan dalam rangka efesiensi anggaran negara.49 Dengan 
demikian, tidak sepatutnya pemberian remisi terhadap narapidana korupsi 
dihentikan mengingat banyaknya fungsi yang dijalankan dalam pemberian 
remisi. 
                                                          
48 Widya Puspa Rini Soewarno, 2012, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi 
Ditinjau Dari Sistem Pemasyarakatan, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm 97 
49 Daulat Siregar, 2009, Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan dihubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan, Medan: Pascasarjana 
Universitas Sumutera Utara, hlm 33 
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 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendrik selaku Staf 
Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar menyatakan 
bahwa:50 
 “Setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan remisi, akan 
tetapi terkhusus bagi narapidana tindak pidana korupsi lebih 
diperketat dalam pemberian remisi dengan alasan bahwa korupsi 
merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang 
menyengsarakan rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan 
hukum, menghambat perkembangan demokrasi dan seterusnya 
sehingga hak narapidana korupsi memperoleh remisi dan 
pembebasan bersyarat dapat disimpangi dengan menerapkan 
syarat dan pembatas dalam peraturan bukan penghapusan 
terhadap remisi dan pembebasan bersyarat.” 
 
 Sehubungan hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa hak 
setiap narapidana untuk mendapatkan remisi telah terpenuhi baik narapidana 
tindak pidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus seperti 
narapidana tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dengan diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua  
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka terkhusus untuk 
narapidana tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa 
(extra ordinary crime) lebih diperketat lagi dalam pemberian remisi karena 
dianggap telah merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Sehingga 
ada perbedaan syarat yang harus terpenuhi dalam pemberian remisi antara 
                                                          
50 “Hasil Wawancara” dengan Hendrik  (Staf Seksi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan), 1 Maret 
2016 Pukul 13.30, Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar 
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tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana 
korupsi. Perbedaan syarat dalam pemberian remisi tersebut tidak 
bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum karena 
telah memenuhi hak narapidana yaitu hak mendapatkan remisi baik 
narapidana umum maupun narapidana khusus. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anas Urbaningrum 
selaku Narapidana Korupsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin 
yang mengatakan bahwa:51 
“ Hak saya dalam mendapatkan remisi telah terpenuhi karena 
telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 34A Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yaitu membayar denda dan 
membayar kerugian negara sesuai dengan vonis majelis hakim 
yang dijatuhkan kepada saya” 
 
Sedangkan, penulis juga melakukan wawancara dengan Muh. Yamin selaku 
Narapidana Korupsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar yang 
mengatakan bahwa:52 
“ Selama 16 bulan sebagai narapidana korupsi, saya tidak pernah 
tersentuh sekalipun dengan yang namanya pemberian remisi 
karena secara pribadi saya tidak mampu untuk membayar denda 
dan kerugian negara karena saya tidak terbukti mengambil uang 
negara melainkan perbuatan saya yang menyalahgunakan 
wewenang dengan menandatangani berkas tersebut yang 
mengakibatkan saya menjadi narapidana korupsi karena turut 
membantu seseorang dalam melakukan tindakan korupsi” 
                                                          
51 “Hasil Wawancara” dengan Anas Urbaningrum (Narapidana Tipikor), 15 Maret 2016 Pukul 11.30 
WIB, Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung 
52 “Hasil Wawancara” dengan Muh.Yamin (Narapidana Tipikor), 15 Maret 2016 Pukul 13.30 WITA, 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar 
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 Dari hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa Asas 
Persamaan Kedudukan di hadapan Hukum dalam Pemberian Remisi 
terhadap Narapidana Korupsi telah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan. 
Dengan membandingkan hasil wawancara kedua narapidana di atas, penulis 
dapat menyimpulkan bahwa pemberian remisi untuk narapidana korupsi akan 
diberikan setelah narapidana memenuhi syarat yang telah ditetapkan sesuai 
dengan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 
begitupun dengan sebaliknya apabila narapidana tidak memenuhi syarat 
yang telah ditetapkan maka narapidana tidak akan diberikan remisi. 
 
B. Pertimbangan Lembaga Pemasyarkatan (LP) dalam Pemberian 
Remisi terhadap Narapidana Kasus Korupsi 
Dalam Sistem Pemasyarakatan bagi mereka yang menjalani masa 
tahanan akan diberikan hak-hak yang tercantum dam Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana yang termuat dalam 
Pasal 14 Ayat (1). Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut 
adalah mendapatkan remisi. Remisi adalah pengurangan masa hukuman 
yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pemasyarakatan yang 
selama menjalani masa pidana dan anak pidana pemasyarakatan 
68 
 
berkelakuan baik dan mengikuti proses pembinaan.53 Adanya remisi ini 
bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada 
proses rehabilitasi dan resosioalisasi narapidana melalui upaya-upaya yang 
sifatnya edukatif, korektif, dan defensif sehingga dapat disimpulkan bahwa 
negara mempunyai kewajiban memperbaiki setiap pelanggar hukum yang 
melakukan suatu tindak pidana melalui suatu pembinaan. Agar pembinaan 
dapat berjalan dengan baik, maka salah satu cara yang dilakukan pemerintah 
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan cara 
memberikan remisi kepada narapidana yang telah dinyatakan memenuhi 
syarat substantif dan administratif. 
Seperti yang telah kita ketahui bahwa narapidana dan anak pidana 
pemasyarakatan dianggap sama di depan hukum tanpa adanya perbedaan 
agama, suku, ras, etnis, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka 
terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotoprikia, korupsi, 
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang 
berat, serta kejahatan transnasional lainnya mereka tetap mendapatkan hak 
yang sama untuk mendapatkan remisi selama narapidana tersebut telah 
memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan hak tersebut telah dilindungi 
oleh Undang-undang. Hanya saja dengan dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merubah ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan 
                                                          
53 Dwidja Priyatno, Op.cit., hlm 136 
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Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan  Pemasyarakatan, dengan mengingat 
kekhususan dan dampak yang ditumbulkan oleh korupsi yang demikian 
besarnya, maka syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana khusus 
seperti halnya tindak pidana korupsi lebih diperketat. 
 
Tabel 1 data pemberian remisi untuk Lapas Klas I Sukamiskin 
Tahun 
Jumlah 
Narapidana Tipikor 
Remisi 
Khusus 
Remisi 
Umum 
Remisi 
Dasawarsa 
2015 411 orang 32 orang 23 orang 26 orang 
 Sumber Data : Lapas Klas I Sukamiskin 2015  
 
Tabel 2 data pemberian remisi untuk Lapas Klas 1 Makassar 
 
Tahun 
Jumlah 
Narapidana Tipikor 
Remisi 
Khusus 
Remisi 
Umum 
Remisi 
Dasawarsa 
2015 141 orang 5 orang 4 orang 14 orang 
 Sumber Data : Lapas Klas I Makassar 2015 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Donny selaku Staf Seksi 
Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung 
menjelaskan bahwa dasar pertimbangan pemberian remisi terhadap 
narapidana selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara 
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umum, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana 
yang terdapat dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2012, yaitu :54 
(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, 
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak 
asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional 
teroganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi 
persyaratan: 
a. Bersedia berkerjasama dengan penegak hukum untuk 
membantu membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukannya; 
b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai 
dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang 
dipidana melakukan tindak pidana korupsi; 
c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang 
diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: 
1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga 
Negara Indonesia, atau 
2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana 
terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga 
Negara Asing, yang dipidana karena melakukan 
tindak pidana terorisme. 
 
Syarat pemberian remisi baik bagi narapidana yang telah melakukan 
tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus juga dibuktikan 
dengan melampirkan dokumen yaitu : 
a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu 
membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan 
                                                          
54 Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Astas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999 Tentang Syarat dan Tata Cara  Pelaksanaan Hak Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2012, Pasal 34A 
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oleh instansi penegak hukum (bagi narapidana yang telah 
melakukan tindak pidana khusus); 
b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan 
putusan pengadilan; 
c. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti 
pidana denda dari Kepala LAPAS; 
d. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas 
dari Kepala LAPAS; 
e. Salinan register F dari Kepala LAPAS; 
f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS.55 
 
 Prosedur pengajuan pemberian remisi bagi narapidana dan anak 
pidana yang termasuk dalam Warga Binaan Pemasyarakatan telah jelas 
diatur dalam Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang 
Remisi. Tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi 
pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem yang 
terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Kantor Wilayah, 
dengan Direktorat Jenderal. Berdasarkan hal tersebut, narapidana tindak 
pidana korupsi dapat diajukan melalui tahapan prosedur sebagai berikut:56 
a. TPP LAPAS merekomendasikan usulan pemberian remisi 
narapidana kepada Kepala LAPAS berdasarkan data yang telah 
memenuhi syarat; 
b. Dalam hal Kepala LAPAS menyetujui usulan pemberian remisi 
tersebut, selanjutnya Kepala LAPAS menyampaikan hal 
tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah; 
c. Usulan pemberian remisi yang telah disetujui oleh Kepala 
Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi dari TTP Kantor 
Wilayah disampaikan kepada Direktur Jenderal; 
                                                          
55 “Hasil Wawancara” dengan M.Donny (Staf Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA 
Sukamiskin), 15 Maret 2016 Pukul 11.00 WIB, Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung 
56 Ibid 
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d. Usulan pemberian remisi yang telah disetujui oleh Direktur 
Jenderal berdasarkan rekomendasi dari TPP Direktorat 
Jenderal disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri; 
e. Keputusan pemberian remisi tersebut ditetapkan setelah 
mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan 
lembaga terkait. Namun dalam hal Menteri dan/atau pimpinan 
lembaga terkait tidak menyampaikan pertimbangan remisi 
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan 
pertimbangan dari menteri, maka pemberian remisi tetap 
dilaksanakan. 
 
Remisi diberikan sebagai hak narapidana, yang salah satuny 
fungsinya adalah agar narapidana segera bebas dan kembali ke lingkungan 
masyarakatnya. Selain pemberian remisi terhadap narapidana yang telah 
melakukan tindak pidana korupsid an sejenisnya yang termasuk dalam tindka 
pidana khusus dan tindak pidana umum, dalam keadaan tertentu Menteri 
juga dapat memberikan remisi atas dasar pertimbangan pemberian remisi 
untuk kepentingan kemanusiaan kepada narapidana yang dipidana dengan 
masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia di atas 70 (tujuh puluh) 
tahun, atau menderita sakit yang berkepanjangan. 
Bagi narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun dalam hal 
pemberian remisinya harus disertai bukti surat akta kelahiran yang sudah 
dilegalisir oleh instansi yang berwenang, dan dapat diberikan pada hari 
Lanjut Usia Nasional. Sedangkan bagi narapidana yang sakit 
berkepanjangan harus disertai surat keterangan dokter ayng menyatakan 
bahwa penyakit yang diderita narapidana tersebut sulit untuk disembuhkan, 
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mengancam jiwa atau nyawanya dan selalu mendapat perawatan ahli atau 
dokter sepanjang hidupnya. Untuk pemberian remisinya dapat dilaksanakan 
pada Hari Kesehatan Dunia. Kemudian untuk besaran remisi terhadap 
narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun dan narapidna yang 
sakit berkepanjangan dapat diberikan sebesar usulan remisi umum pada 
tahun yang sama. 
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis berpendapat bahwa  
pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap 
narapidana kasus korupsi  berdasarkans Pasal 34A Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Harga Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, 
penulis menyimpulkan bahwa : 
1. Penerapan Asas Persamaan Kedudukan dalam Pemberian Remisi 
terhadap Narapidana Korupsi telah diterapkan sesuai dengan Pasal 
34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 karena hak setiap 
narapidana untuk mendapatkan remisi telah terpenuhi baik narapidana 
tindak pidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus seperti 
narapidana tindak pidana korupsi.  Terkhusus untuk narapidana tindak 
pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary 
crime) lebih diperketat lagi dalam pemberian remisi karena dianggap 
telah merugikan negara dan menyengsarakan rakyat 
 
2. Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemberian Remisi 
terhadap Narapidana Kasus Korupsi adalah dalam pertimbangannya, 
Lembaga Pemasyarakatan berdasar pada pasal 34A Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 
 
 
75 
 
Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis 
merekomendasikan agar : 
1. Sebaiknya diperlukan adanya sosialisasi yang efektif kepada 
masyarakat  luas bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak 
pidana khusus atau kejahatan yang luar biasa (extra ordinary 
crime) sehingga dalam pelaksaanaan masa hukuman tidak bisa 
disamakan dengan narapidana tindak pidana umum. 
 
2. Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat harus diperbaiki 
terlebih dahulu setelah semua perangkat kebijakan telah siap, 
sehingga tidak ada tumpang tindih antara birokrasi dan masyarakat 
luas. 
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